
 
 
 

 

 
BUPATI TEGAL 

 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEGAL 

 
NOMOR  1 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TEGAL, 
 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Tegal Nomor 88 Tahun 2017;  

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa terdapat perubahan 

pada beberapa aturan, Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal 

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Tegal. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);   

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 



  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan   

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321); 

10.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang        

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang      

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

 

 



12.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5553); 

19.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007        

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 

13)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);  

 

 

 



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nonor 105); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 110). 

24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal 

Tahun 2017 Nomor 88). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL. 

 

Pasal I 

 

Bebarapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 

2017 Nomor 88) pada halaman 44 huruf b tentang Penyaluran Dana Desa 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

b.  Penyaluran  Dana Desa : 

1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah dana masuk ke RKUD 

dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan Desa sudah 

menetapkan APBDesa; 

2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara 

bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a) tahap I, dilaksanakan bulan Januari dan paling lambat minggu 

ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dengan syarat 

sebagai berikut :  

(1) Peraturan Desa mengenai APBDesa. 

(2) DPA Dana Desa yang memuat rincian alokasi perdesa. 

(3) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa. 

(4) Nomor rekening Kas Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa 

pada Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas. 

(5) SPP disiapkan oleh BPKAD selaku SKPKD untuk penerbitan 

SPM. 

(6) SPM sebagaimana tersebut dalam angka (5) disampaikan 

kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan. 

b) tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 

keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dengan 

syarat berupa : 

 

 

 



1. Laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75%. 

2. Capaian output paling sedikit 50% berdasarkan Dana Desa 

tahun sebelumnya.  

c) tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh 

persen) dengan syarat berupa : 

1. Laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75%. 

2. Capaian output paling sedikit 50% dan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output dihitung berdasarkan 

presentase capaian output dari seluruh kegiatan sesuai tabel 

referensi data bidang, kegiatan, fisik kegiatan, uraian output, 

volume output, cara pengadaan dan capaian output 

berdasarkan pda Dana Desa tahun anggaran berjalan. 

BPKAD menyiapkan SP2D penyaluran Dana Desa dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1) DPA Dana Desa (DD) yang memuat rincian alokasi per desa.  

2) Peraturan Bupati tentang alokasi Dana Desa (DD) sebagai dasar 

untuk penerbitan SPP dan SPM. 

3) Nomor Rekening Kas Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa pada 

bank yang ditunjuk sebagai pemegang kas desa.  

4) SPP disiapkan oleh BPKAD selaku SKPKD untuk penerbitan SPM.  

5) SPP dan SPM sebagaimana tersebut dalam butir d) disampaikan 

kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

 

 

Ditetapkan di  Slawi 

pada tanggal  2 Januari 2018 

 

BUPATI TEGAL, 

 

 

ttd 

 

ENTHUS SUSMONO 

 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal  2 Januari 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

 

ttd 

 

 

WIDODO JOKO MULYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR  1 

 

                           


